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BAB II 

TINJAUAN KONSEPTUAL 

 

A. Tinjauan tentang Lingkungan Hidup 

1. Pengertian Lingkungan Hidup  

Ensiklopedia Indonesia mendefinisikan lingkungan adalah segala 

sesuatu yang ada di luar suatu organism, meliputi: lingkungan mati (abiotik), 

yaitu lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri dari benda atau faktor 

alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer 

dan lainnya. Lingkungan hidup (biotik) yaitu lingkungan yang terdiri atas 

organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Ensiklopedia 

Amerika, menyatakan bahwa lingkungan adalah faktor-faktor yang 

membentuk lingkungan sekitar organisme, terutama komponen-komponen 

yang mempengaruhi prilaku, reproduksi dan kelestarian organisme.27 

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu 

organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup atau variabel-

variabel yang tidak hidup.28 Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen 

utama lingkungan, yaitu: a) biotik: makhluk (organisme) hidup; dan b) 

abiotik: energi, bahan kimia, dan lain-lain.29 Lingkungan hidupl adalah jumlahl 

semua bendal dan kondisil yang adal dalam ruangl yang kital tempati yangl 

 
27  Neolaka, Amos, Kesadaran Lingkungan, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 25. 
28  Mulyanto, Ilmu Lingkungan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hlm. 1. 
29  Soegianto, Agoes, Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan, 

Surabaya: Airlangga University Press, 2010, hlm. 1. 
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mempengaruhi kehidupan kita.30 Istilah lingkunganl hidup, dalaml bahasa 

Inggrisl disebut denganl environment, dalaml bahasa Belandal disebut denganl 

millieu danl dalam bahasal Prancis disebutl dengan lenvironment.  

Munadjat Danusaputrol mendefinisikan lingkunganl hidup adalahl 

semua bendal dan lkondisi, termasuk dil dalamnya manusial dan tingkahl 

perbuatannya yangl terdapat dalaml ruang tempatl manusia beradal dan 

mempengaruhil hidup sertal kesejahteraan manusial dan jasadl hidupnya.31 

Undangl-Undang lNo. 32 Tahunl 2009 tentangl Perlindungan danl Pengelolaan 

Lingkunganl Hidup, menjelaskanl lingkungan hidupl sebagai kesatuanl ruang 

denganl semua lbenda, daya, lkeadaan, dan makhlukl hidup, termasukl manusia 

danl perilakunya, yangl mempengaruhi alaml itu lsendiri, kelangsungan 

lperikehidupan, dan kesejahteraanl manusia sertal makhluk hidupl llain.  

Manusial sejakl dilahirkan dil dunial lini, telah beradal padal suatul 

lingkungan hidupl ltertentu. Lingkunganl hidup adalahl bagianl mutlakl yang 

tidakl dapatl terlepasl dari kehidupanl manusial denganl segala aktifitasl hidupnyal 

mencaril makan, minuml serta memenuhil kebutuhan llainnya, adalah karenal 

terdapatnya lingkunganl hidup sebagail sumber pertamal dan terpentingl bagi 

pemenuhanl berbagai kebutuhanl tersebut. Lingkunganl dimana manusial itu 

hidupl dikategorikan dalaml tiga kelompokl dasar lyaitu: 

a. Lingkunganl fisik, yaitul segala sesuatul di sekitarl kita yangl berbentuk 

bendal mati, sepertil rumah, lkendaraan, uadara, airl dan lainl sebagainya. 

 
30  Silalahi, M. Daud, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan 

Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni, 2001,  hlm. 9. 
31  Siahaan, N.H.T., Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan, Jakarta: Penerbit 

Erlangga, 2004, hlm. 4. 
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b. Lingkunganl biologis, yaitul segala sesuatul yang beradal di sekitarl manusia 

yangl berupa organismel hidup selainl dari manusianyal itu lsendiri. 

c. Lingkunganl sosial, yaitul manusia-manusial yang adal di lsekitarnya, seperti 

ltetangga, teman, danl orang lainl di sekitarnyal yang beluml dikenal.32 

Berdasarkan uraian di latas, dapat dipahamil bahwa lingkunganl 

merupakanl jumlah semual benda kondisil yangl adal pada ruang yangl ditempati 

yang mempengaruhi lkehidupan. Secara teoritisl lingkungan tidak terbatasl 

jumlahnya, olehl karena misalnyal matahari danl bintang termasukl di 

ldalamnya. Namun secaral praktis dapat dibatas pada ruang lingkungan itu. 

Menurut kebutuhan manusia batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam 

seperti sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. 

Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita. Oleh karena 

itu, lingkungan 

hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, 

melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. 

2. Dasar Hukum Lingkungan Hidup 

Perubahanl atau amandemen keempatl Undang-Undangl Dasar Negaral 

Republik Indonesial Tahun 1945l pada tahunl 2002, selainl menegaskan 

mengenai konstitusionalisasil kebijakan lekonomi, juga berupaya 

meningkatkan status lingkunganl hidup dikaitkanl dengan hakl-hak asasil 

 
32  Subagyo, P. Joko., Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya, Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002, hlm. 19. 
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manusia yangl dijamin olehl Undang-Undangl Dasar.33 Ketentuanl dalam UUD 

NRI Tahun 1945 yang mengaturl tentang lingkunganl hidup dirumuskanl dalam 

2l (dua) lpasal, yaitu Pasall 28Hl ayat (1l) dan Pasall 33 ayatl (4). 

Pasal 28Hl ayat (1l) menyebutkan lbahwa: 

“Setiap orangl berhak hidupl sejahtera lahirl dan lbatin, bertempat ltinggal, dan 

mendapatkanl lingkungan hidupl yang baikl dan sehatl serta berhakl memperoleh 

pelayananl kesehatan”. 

Pasal 33l ayat (4l) menyebutkan lbahwa: 

“Perekonomian nasionall diselenggarakan berdasarl atas demokrasil ekonomi 

denganl prinsip lkebersamaan, efisiensi lberkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasanl lingkungan, lkemandirian, serta denganl menjaga keseimbanganl 

kemajuan danl kesatuan ekonomil nasional”. 

Pembukaanl UUD NRIl 1945 juga menegaskanl kewajiban negaral dan 

tugasl pemerintah untukl melindungi segenapl bangsa Indonesial dan umatl 

manusia. Merujukl pada ketentuanl Pasal 28Hl ayat (1l), berarti hak untuk 

memperoleh lingkungan hidup yangl baik danl sehat sertal pelayanan kesehatanl 

yang lbaik, merupakan Hakl Asasi Manusial (HAM). Karenal itu, Undangl-

Undang Dasarl Negara Republikl Indonesia Tahunl 1945 jelasl sangat prol 

lingkungan lhidup, sehingga dapatl disebut sebagail konstitusi lhijau.34 

Perhatian negaral-negara dil dunia termasukl Indonesia terhadapl 

lingkungan hidupl baru bangkitl setelah Konferensil Stockholm l1972. Bahkan 

Undangl-Undang tentangl Ketentuan Pokokl Pengelolaan Lingkunganl Hidup 

sebagail peraturan payungl untuk lingkunganl baru terciptal setelah lewatl 

sepuluh ltahun, yaitu tahunl 1982. Undangl-undang itul merupakan Undangl-

Undang Nomorl 4 Tahunl 1982 tentangl Ketentuan Pokokl Pengelolaan 

 
33  Asshiddiqie, Jimly, Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945, Jakarta: 

Rajawali Pers, 2009, hlm. 79. 
34  Ibid, hlm. 79. 
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Lingkunganl Hidup (UULHl) telah berlakul lebih kurangnyal 15 ltahun. Untuk 

menyesuaikanl dengan perkembanganl zaman danl kebutuhan lingkunganl yang 

begitul pesat, Undangl-Undang Lingkunganl Hidup tersebutl mengalami 

pembaharuanl dengan Undangl-Undang Nomorl 23 Tahunl 1997 tentangl 

Pengelolaan Lingkunganl Hidup (UUPLHl). Selanjutnya setelahl berlakunya 

Undangl-Undang inil selama dual belas tahunl maka denganl alasan yangl sama 

demil mengakomodir tuntutanl globalisasi zamanl maka padal tanggal 3l 

Oktober 2009l disahkanlah Undangl-Undang Nomorl 32 Tahunl 2009 tentangl 

Perlindungan danl Pengelolaan Lingkunganl Hidup (UUPPLHl).  

Perbedaan mendasarl antara UUPLHl dengan UUPPLHl ini adalahl 

adanya penguatanl terhadap prinsipl-prinsip perlindunganl dan pengelolaanl 

lingkungan yangl didasarkan padal tata kelolal pemerintahan yangl baik sertal 

adanya kejelasanl kewenangan antaral pusat danl daerah UUPPLHl tersebut 

berlakul sebagai payungl atau umbrellal act ataul umbrella provisionl atau dalaml 

ilmu hukuml disebut kaderwetl atau lraamwet, sebab hanyal diatur ketentuanl 

pokoknya lsaja. Oleh karenanyal harus didukungl oleh banyakl peraturan 

lpelaksanaannya. Peraturan yangl dimaksud telahl berkembang daril hari kel hari 

yangl dilakukan olehl instansi Kementerianl dan Nonl Kementerian dil bawah 

Koordinasil Kementerian Lingkunganl Hidup. Penjabaranl asas danl tujuan 

pengelolaanl lingkungan hidupl ini telahl dilakukan dalaml berbagai ketentuanl 

perundang-undanganl di bidangl pengelolaan berbagail sumber ldaya.35 

 
35  Askin,  Mohammad,  Seluk  Beluk  Hukum Lingkungan, Jakarta: Nekamatra, 2010, 

hlm. 63. 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, memuat delapan hak atas lingkungan, yaitu: 

a. Pasall 65 ayatl (1) bahwal setiap orangl berhak atasl lingkungan yangl baik 

danl sehat sebagail bagian daril HAM, 

b. Hakl mendapatkan pendidikanl lingkungan hidupl (Pasal 65l ayat (2l)), 

c. Hakl akses informasil (Pasal 65l ayat (2l)), 

d. Hakl akses partisipasil (Pasal 65l ayat (2l)), 

e. Hakl mengajukan usull atau keberatanl terhadap rencanal usaha danl/atau 

kegiatanl yang diperkirakanl dapat menimbulkanl dampak terhadapl 

lingkungan hidupl (Pasal 65l ayat (3l)), 

f. Hakl untuk berperanl dalam perlindunganl dan pengelolaanl lingkungan 

hidupl (Pasal 65l ayat (4l)), 

g. Hakl untuk melakukanl pengaduan akibatl dugaan pencemaranl dan/ataul 

perusakan lingkunganl hidup (Pasall 65 ayatl (5)), danl 

h. Hakl untuk tidakl bisa dituntutl secara pidanal dan digugatl secara perdatal 

dalam memperjuangkanl hak atasl lingkungan baikl dan sehatl (Pasal 66l). 

Semua pengaturanl tentang lingkunganl hidup padal dasarnya 

dimaksudkanl agar alaml dapat dimanfaatkanl bagi kepentinganl kesejahteraan 

umatl manusia padal saat inil dan jugal yang tidakl kalah pentingnyal adalah 

untukl kepentingan kesejahteraanl umat dil masa mendatangl (sustainable 

developmentl). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembuatan UUPPLH 
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serta aturan sektoral lainnya dimaksudkan atau dijiwai untuk menyelamatkan 

lingkungan.36 

 

3. Manfaat Lingkungan Hidup 

Lingkunganl hidup merupakanl bagian yangl mutlak daril kehidupan 

lmanusia. Manusia mencaril makan danl minum sertal memenuhi kebutuhanl 

lainnya daril ketersediaan ataul sumber-sumberl yang diberikanl oleh 

lingkunganl hidup danl kekayaan alaml sebagai sumberl pertama danl terpenting 

bagil pemenuhan berbagail kebutuhannya. Manusial memanfaatkan bagianl-

bagian lingkunganl hidup sepertil hewan-lhewan, tumbuh-ltumbuhan, air, ludara, 

sinar lmatahari, garam, lkayu, barang-barangl tambang danl lain sebagainyal 

untuk keperluanl hidup. Hewanl dan binatangbinatangl mikroba sertal tumbuh-

tumbuhanl juga dapatl hidup karenal lingkungan lhidupnya. Tumbuh-tumbuhanl 

dapat hidupl karena lair, udara, lhumus, zat-zatl hara danl sebagainya. 

Lingkungan lhidup, manusia, lhewan, dan tumbuhl-tumbuhan bisal 

memperoleh dayal atau ltenaga. Manusia memperolehl kebutuhan pokokl atau 

lprimer, kebutuhan sekunderl atau bahkanl memenuhi lebihl dari kebutuhannyal 

sendiri berupal hasrat ataul keinginan, denganl demikian dapatl dipahami bahwal 

manusia danl makhluk hidupl lainnya tidakl bisa hidupl dalam lkesendirian. 

Bagian-bagianl atau komponenl-komponen llain, mutlak harusl ada untukl 

mendampingi danl meneruskan kehidupanl atau leksistensinya.37 

 
36  Machmud, Syahrul, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yoryakarta: Graha 

Ilmu, 2012, hlm. 3. 
37  Siahaan, N.H.T., Op Cit, hlm. 3. 
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Lingkungan hidup mempunyai ekosistem, yaitul tatanan unsurl 

lingkungan hidupl yang merupakanl kesatuan utuhl menyeluruh danl saling 

mempengaruhil dalam membentukl keseimbangan, lstabilitas, dan produktivitasl 

lingkungan lhidup. Pembangunan mempengaruhil dan dipengaruhil oleh 

lingkunganl hidup. Interaksil antara pembangunanl dan lingkunganl hidup 

membentukl system ekologil yang disebutl ekosistem. 

Pembangunan bertujuanl untuk menaikanl tingkat hidupl dan 

kesejahteraanl rakyat. Dapatl pula dikatakanl pembangunan bertujuanl untuk 

menaikanl mutu hidupl rakyat. Karenal mutu hidupl dapat diartikanl sebagai 

derajatl dipenuhinya kebutuhanl dasar, pembangunanl dapat diartikanl sebagai 

usahal untuk memenuhil kebutuhan dasarl rakyat denganl lebih lbaik. Kebutuhan 

dasarl merupakan kebutuhanl yang esensiall untuk kehidupanl kita. Kebutuhanl 

dasar terdiril atas tigal bagian, yaitul kebutuhan dasarl untuk lhayati, kebutuahan 

dasarl untuk kelangsunganl hidup yangl manusiawi, danl derajat kebebasanl 

untuk lmemilih. Banyak jenisl kebutuhan dasarl untuk banyakl anggota 

masyarakatl kita masihl belum terpenuhil dengan lbaik. Misalnya lpangan, air 

lbersih, pendidikan, lpekerjaan, dan rumahl masih beluml dapat tersedial dengan 

lcukup, 30 tahunl yang llalu. Dengan masihl belum terpenuhinyal kebutuhan 

dasarl itu, mutul lingkungan hidupl banyak rakyatl masih beluml baik. Karenal 

itu masihl harus lditeruskan. 

Mutu lhidup, harus ldijaga, maka dalam usahal memperbaiki mutul 

hidup agarl kemampuan lingkunganl untuk mendukungl kehidupan padal tingkat 

yangl lebih tinggil tidak menjadil rusak. Sebabl kalau kerusakanl terjadi, 
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bukannyal perbaikan mutul hidup yangl akan ldicapai, melainkan justrul 

kemerosotan. Bahkanl bila kerusakanl terlalu lparah, dapatlah terjadil kepunahan 

kehidupanl kita sendiril atau palingl sedikit ekosisteml tempat kital hidup dapatl 

mengalami keambrukanl yang akanl mengakibatkan banyakl kesulitan. 

Pembangunanl demikian bersifatl tidak lberkelanjutan.38 

Pembangunan tidakl hanya menghasilkanl manfaat bagil manusia, 

melainkanl juga membawal resiko terhadapl lingkungan. Misalnyal sungai 

dibendungl yang dimanfaatkanl untuk pembangkitl listrik tenagal air, 

bertambahnyal air untukl pengairan sawahl dan terkendalinyal banjir. Resikonyal 

ialah tergenangnyal kampung danl sawah, tergusurnyal penduduk, danl 

kepunahan jenisl tumbuhan danl hewan.  

Pembangunan yangl terjadi sekarangl ini dil Indonesia adalahl 

pembangunan dil sektor lindustri, dimana pembangunanl di sektorl industri inil 

secara tidakl langsung merupakanl salah satul faktor yangl dapat meningkatkanl 

pertumbuhan ekonomil di lIndonesia. Akan ltetapi, dalam pembangunanl 

industri inil sering kalil kurang memperhatikanl lingkungan dalaml 

pelaksanaanya lseperti, industri yangl membuang limbahl tanpa pengolahanl 

terlebih dahulul sehingga dapatl mencemari llingkungan, serta penggunaanl 

Amdal padal saat akanl dibangunnya suatul industri. 

B. Tinjauan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 
38  Soemarwoto, Otto,  Ekologi  Lingkungan  Hidup,  Jakarta:  Djembatan, 2001, hlm. 

158-159. 
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Lingkunganl hidup yangl baik danl sehat merupakanl hak asasil setiap 

wargal negara Indonesial sebagaimana diamanatkanl dalam Pasall 28H Undangl-

Undang  Dasarl  Negara  Republikl Indonesia Tahunl 1945. Kualitasl 

lingkungan hidupl yang semakinl menurun telahl mengancam kelangsunganl 

perikehidupan manusial dan makhlukl hidup lainnyal sehingga perlul dilakukan 

perlindunganl dan pengelolaanl lingkungan hidupl yang sungguhsungguhl dan 

konsistenl oleh semual pemangku lkepentingan. 

Undang-Undangl No 32l Tahun 2009l tentang Perlindunganl dan 

Pengelolaanl Lingkungan Hidupl pada Pasall 1 ayatl (2), menjelaskanl bahwa 

perlindunganl dan Pengelolaanl Lingkungan Hidupl adalah upayal sistematis 

danl terpadu yangl  dilakukan untukl melestarikan fungsil lingkungan hidupl dan 

mencegahl terjadi pencemaranl dan/ataul kerusakan lingkunganl hidup yangl 

meliputi lperencanaan, pemanfaatan, lpengendalian, pemeliharaan, pengawasanl 

dan penegakanl hukum. Undangl-Undang Dasarl Negara Republikl Indonesia 

Tahunl 1945 menyatakanl bahwa lingkunganl hidup yangl baik danl sehat 

merupakanl hak asasil dan hakl konstitusional bagil setiap wargal negara 

lIndonesia.  

Mencemati uraian di atas, maka negara, pemerintah, dan seluruh 

pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan 

agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang 

hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu, upaya 

pengelolaanl lingkungan hidupl dan upayal pemantauan lingkunganl hidup, 
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yangl selanjutnya disebutl UKL-lUPL, adalah pengelolaanl dan pemantauanl 

terhadap usahal dan/ataul kegiatan yangl tidak berdampakl penting terhadapl 

lingkungan hidupl yang diperlukanl bagi prosesl pengambilan keputusanl 

tentang penyelenggaraanl usaha danl/atau lkegiatan. 

Mencemati uraian di atas, maka lingkungan hidupl Indonesia harusl 

dilindungi danl dikelola denganl baik berdasarkanl asas tanggungl jawab lnegara, 

asas lkeberlanjutan, dan asasl keadilan. Selainl itu, pengelolaanl lingkungan 

hidupl harus dapatl memberikan kemanfaatanl ekonomi, lsosial, dan budayal 

yang dilakukanl berdasarkan prinsipl kehati-lhatian, demokrasi llingkungan, 

desentralisasi, sertal pengakuan danl penghargaan terhadapl kearifan lokall dan 

kearifanl lingkungan. Perlindunganl dan pengelolaanl lingkungan hidupl 

menuntut dikembangkannyal suatu sisteml yang terpadul berupa suatul 

kebijakan nasionall perlindungan danl pengelolaan lingkunganl hidup yangl 

harus dilaksanakanl secara taatl asas danl konsekuen daril pusat sampail ke 

ldaerah. 

2. Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Adal beberapal asasl dalam perlindunganl danl pengelolaanl lingkungan 

hidupl lyaitu: 

a. Asasl Tanggungl Jawabl Negara ladalah: 

1) Negaral menjaminl pemanfaatan sumberl dayal alamal dan memberikanl 

manfaatl yangl sebesar-besarnyal bagil kesejahteraanl dan mutul hidupl 

lrakyat, baik generasil masal kinil maupun generasil masal ldepan. 
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2) Negaral menjaminl hak wargal negaral atasl lingkungan hidupl yangl baikl 

dan lsehat. 

3) Negaral mencegahl dilakukannya kegiatanl pemanfaatanl sumberl daya 

alaml yangl menimbulkanl pencemaran danl/ataul kerusakanl lingkungan 

lhidup. 

b. Asasl Kelestarianl danl Keberlanjutan adalahl bahwal setiapl orang memikull 

kewajibanl danl tanggung jawabl terhadapl generasil mendatang danl 

terhadapl sesamanyal dalam satul generasil denganl melakukan upayal 

pelestarianl dayal dukung ekosisteml danl memperbaikil kualitas lingkunganl 

lhidup. 

c. Asasl Keserasianl danl Keseimbangan adalahl bahwal pemanfaatanl 

lingkungan hidupl harusl memperhatikanl berbagai aspekl sepertil 

kepentinganl ekonomi, lsosial, lbudaya, danl perlindungan sertal pelestarianl 

lekosistem. 

d. Asasl Keterpaduanl adalahl perlindungan danl pengelolaanl lingkunganl 

hidup dilakukanl denganl memadukanl berbagai unsurl ataul mensinergikanl 

berbagai komponenl lterkait. 

e. Asasl Manfaatl adalahl segala usahal danl/ataul kegiatan pembangunanl yangl 

dilaksanakanl disesuaikan denganl potensil sumberl daya alaml danl 

lingkunganl hidup untukl peningkatanl kesejahteraanl masyarakat danl harkatl 

manusial agar selarasl denganl llingkungannya. 

f. Asasl kehatil-hatianl adalah ketidakpastianl mengenail dampakl suatu usahal 

danl/ataul kegiatan karenal keterbatasanl penguasaanl ilmu pengetahuanl danl 
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teknologil bukan merupakanl alasanl untukl menunda langkahl-langkahl 

meminimalisasil atau menghindaril ancamanl terhadapl pencemaran 

danl/ataul kerusakanl lingkungan lhidup. 

g. Asasl Keadilan adalahl perlindungan danl pengelolaan lingkunganl hidup 

harusl mencerminkan keadilanl secara proporsionall bagi setiapl warga 

lnegara, baik lintasl daerah, lintasl generasi, maupunl lintas lgender. 

h. Asasl Ekoregion adalahl perlindungan danl pengelolaan lingkunganl hidup 

harusl memperhatikan karakteristikl sumber dayal alam, lekosistem, kondisi 

lgeografis, budaya masyarakatl setempat, danl kearifan llokal. 

i. Asasl Keanekaragaman Hayatil adalah perlindunganl dan pengelolaanl 

lingkungan hidupl harus memperhatikanl upaya terpadul untuk 

mempertahankanl keberadaan, lkeragaman, dan keberlanjutanl sumber dayal 

alam hayatil yang terdiril atas sumberl daya alaml nabati danl sumber dayal 

alam hewanil yang bersamal dengan unsurl nonhayati dil sekitarnya secaral 

keseluruhan membentukl lekosistem. 

j. Asasl Pencemarl Membayarl adalah setiapl penanggungl jawabl yang usahal 

danl/ataul kegiatannya menimbulkanl pencemaranl danl/atau kerusakanl 

lingkunganl hidupl wajib menanggungl biayal pemulihanl lingkungan.  

k. Asasl Partisipatifl adalahl setiap anggotal masyarakatl didorongl untuk 

berperanl aktifl dalaml proses pengambilanl keputusanl danl pelaksanaan 

perlindunganl danl pengelolaanl lingkungan lhidup, baikl secaral langsung 

maupunl tidakl llangsung.  
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l. Asasl Kearifanl Lokall adalah dalaml perlindunganl danl pengelolaan 

lingkunganl hidupl harusl memperhatikan nilail-nilail luhurl yang berlakul 

dalaml tatal kehidupan lmasyarakat.  

m. Asasl Tata Kelolal Pemerintahan Yangl Baik adalahl perlindungan danl 

pengelolaan lingkunganl hidup dijiwail oleh prinsipl partisipasi, 

ltransparansi, akuntabilitas, lefisiensi, dan lkeadilan. 

n. Asasl Otonomi Daerahl adalah Pemerintahl dan Pemerintahl Daerah 

mengaturl dan mengurusl sendiri urusanl pemerintahan dil bidang 

perlindunganl dan pengelolaanl lingkungan hidupl dengan memperhatikanl 

kekhususan danl keragaman daerahl dalam bingkail Negara Kesatuanl 

Republik lIndonesia.39 

Pasal 3l Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa perlindunganl dan 

pengelolaanl lingkungan hidupl bertujuan: 

a. melindungil wilayah Negaral Kesatuan Republikl Indonesia daril 

pencemaran danl/atau kerusakanl lingkungan lhidup; 

b. menjaminl keselamatan, lkesehatan, dan kehidupanl manusia; 

c. menjaminl kelangsungan kehidupanl makhluk hidupl dan kelestarianl 

ekosistem; 

d. menjagal kelestarian fungsil lingkungan lhidup; 

e. mencapail keserasian, lkeselarasan, dan keseimbanganl lingkungan lhidup; 

 
39  Kementrian Lingkungan Hidup. Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. Online: http://www.menlh.go.id/asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup. 

diakses tanggal 08 Desember 2021, puluk 21.30 WIB. 
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f. menjaminl terpenuhi keadilanl generasi masal kini danl generasi masal 

depan; 

g. menjaminl pemenuhan danl perlindungan hakl atas lingkunganl hidup 

sebagail bagian daril hak asasil manusia; 

 

h. mengendalikanl pemanfaatan sumberl daya alaml secara lbijaksana; 

i. mewujudkanl pembangunan lberkelanjutan; dan  

j. mengantisipasil isu lingkunganl global. 

Hak atasl lingkungan merupakanl hak subjektifl setiap manusial yang 

harusl dipertahankan untukl mendapat perlindunganl terhadap adanyal gangguan 

daril luar. Hak-hakl subjektif adalahl bentukl yang palingl luasl daril perlindungan 

lseseorang. Hakl tersebutl memberikan kepadal yangl mempunyainyal suatu 

tuntutanl yang sahl guna memintal kepentingannya akanl suatu lingkunganl 

hidup yangll baik danl sehatl itul dihormati, suatul tuntutanl yangl didukung olehl 

prosedurl lhukum, dengan perlindunganl hukuml olehl pengadilan danl 

perangkatl-perangkatl lainnya. Tuntutanl tersebut mempunyail dua fungsil yang 

lberbeda, yaitu yangl pertama dikaitkanl pada hakl membela diril terhadap 

gangguanl dari luarl yang menimbulkanl kerugian padal lingkungannya, 

sedangkanl yang kedual dikaitkan padal hak menuntutl dilakukannya sesuatul 

tindakan agarl lingkungannya dapatl dilestarikan, ldipulihkan, atau ldiperbaiki. 

Sejalan denganl hak atasl lingkunganl yangl sehat danl lbersih, makal 

setiap individul mempunyail kewajibanl untuk memeliharal kelestarianl fungsil 

lingkungan hidupl sertal mencegahl dan menanggulangil pencemaranl danl/atau 

perusakanl lingkunganl lhidup. Kewajiban setiap orang tidakl terlepas daril 
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kedudukan manusial tersebut sebagail anggota masyarakatl yang mencerminkanl 

harkat manusial sebagai individul dan makhlukl sosial. 

 

 

C. Tinjauan tentang Perizinan  

1. Pengertian Perizinanl 

Perizinanl merupakan katal benda yangl dibentuk daril kata izinl dengan 

mendapatl imbuhan perl-an.40 Perizinanl merupakan jamakl dari katal izin yangl 

diartikan denganl perkenaan ataul pernyataan mengabulkanl tiada melarangl 

atau suratl yang menyatakanl boleh melakukanl sesuatu.  

Spelt danl Ten Bergel membedakan penggunaanl istilah perizinanl dan 

lizin, dimana perizinanl merupakan pengertianl izin dalaml arti lluas, sedangkan 

istilahl izin digunakanl untuk pengertianl izinl dalaml artil lsempit. Pengertian 

perizinanl (izinl dalaml arti luasl) adalah suatul persetujuan daril penguasa 

berdasarkanl undangundang ataul peraturanl lpemerintah, untukl dalam keadaanl 

tertentul menyimpangl daril ketentuanl-ketentuan laranganl perundangan. 

Denganl memberi lizin, penguasa memperkenankanl orang yangl memohonnya 

untukl melakukan tindakanl-tindakan tertentul yang sebenarnnya ldilarang.41 

Sedangkan yangl pokok daril izin dalaml arti sempitl (izin) ialahl bahwa 

suatul tindakan ldilarang, terkecualil ldiperkenankan, dengan tujuanl agar dalaml 

ketentuanl-ketentuanl yangl disangkutkanl denganl perkenaanl dapat denganll 

teliti diberikanll batas-batasl tertentul bagil tiapl-tiapl kasus. Jadil persoalannya 

 
40  Helmi, Sanksil Perizinan Lingkunganl Hidup, lJakarta: Sinar lGrafika, 2012, lhlm. 44. 
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bukanlahl untukl hanyal memberil perkenanl dalam keadaanl-keadaanl lkhusus, 

tetapi agarl tindakanl-tindakanl yangl diperkenankanl dilakukan denganll cara-

caral tertentu (dicantumkanl berbagai persyaratanl dalaml ketentuanl yang 

bersangkutanl). 

Terkait denganl uraian dil atas tersebutl Michael Faurel and Nicolel 

Niessen mengartikanl izin sebagail berikut “Thel basic ideal of al permit systeml 

is thatl the lawl explicitly forbidsl a certainl activity, andl subsequently rulesl this 

activityl is onlyl allowed whenl a competentl authority hasl issued permitl (idea 

dasarl sistem perizinanl adalah bahwal hukum secaral eksplisit melarangl 

aktivitas ltertentu, dan kemudianl mengatur bahwal kegiatan inil hanya 

diperbolehkanl bila otoritasl yang kompetenl telah mengeluarkanl izin)”.42 

Pada tatanan lpemerintahan: perizinan menjadil bagian pentingl 

pelaksanaan tugasl pengaturan yangl dilakukan pemerintahl dalam 

mengarahkanl berbagai kegiatanl warga lnegara. Dikemukakan olehl Spelt danl 

Ten Bergel bahwa izinl ialahl suatul persetujuanl daril penguasal berdasarkanl 

undangl-undangl ataul peraturanl pemerintahl untukl dalam keadaanl tertentu 

menyimpangl dari ketentuanl-ketentuan laranganl perundangan. Denganl 

memberi lizin, penguasa memperkenankanl orang yangl memohonnya untukl 

melakukan tindakanl-tindakan tertentul yang sebenarnyal ldilarang. Inil 

menyangkutl perkenanl bagil suatul tindakanl yangl demil kepentinganl umuml 

 
41  Spelt, NM, dan Berge, JBJM Ten, Pengantar Sanksi Perizinan, disunting oleh Philipus 

M. Hadjon, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm. 2. 
42  Peeters, Marjan, “Elaborting on Integration of environmental legislation: the case of 

Indonesia” dalam Faure, Michael and Niessen, Nicole, Editor, USA: Edward Eglar Publishing, 

2006, hlm. 107. 
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mengharuskanl pengawasan khususl di latasnya.43 UUPPLH dil dalamya 

terdapatl 2 (dual) konsep lperizinan, yaitu: 

a. Pasal 1l angka (35l): bahwa izinl lingkungan adalahl izin yangl diberikan 

kepadal setiap orangl yang melakukanl usaha danl/atau kegiatanl yang wajibl 

amdal ataul UKL/UPLl dalam rangkal perlindungan danl pengelolaan 

lingkunganl hidup sebagail prasyarat untukl memperoleh izinl usaha 

danl/atau lkegiatan;  

b. Pasal 1l angka (36l): bahwa izinl usaha danl/atau kegiatanl yakni izinl yang 

diterbitkanl oleh instansil teknis untukl melakukan usahal dan/ataul kegiatan. 

Mencermati uraianl di atas dapat disimpulkanl bahwa penetapanl 

perizinan sebagail salah satul instrumen hukuml dari pemerintahl ialah untukl 

mengendalikan kehidupanl masyarakat agarl tidak menyimpangl dari ketentuanl 

hukum yangl berlaku, sertal membatasi aktifitasl masyarakat agarl tidak 

merugikanl orang llain.44 Definisi mengenail izin begitul beragam, inil 

disebabkan karenal pakar tidakl terdapat persesuaianl paham, masingl-masing 

melihatl dari sisil yang berlainanl terhadap objekl yang ldidefinisikannya. Sukar 

memberikanl definisi bukanl berarti tidakl terdapat ldefinisi, bahkan ditemukanl 

sejumlah definisil yang lberagam.  

Izin merupakan perbuatan hukum administrasi bersegi satu yang 

mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan 

prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Selain pengertianl izin yangl diutarakan olehl beberapan 

 
43  Spelt, NM, dan Berge, JBJM Ten, Ibid, hlm. 2. 
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sarjanal tersebut, adal pengertian izinl yang dimuatl didalam suatul peraturan, 

yaknil tertuang dalaml Pasal 1l angka (8l) dan (9l) Peraturanl Menteril Dalaml 

Negeril No. 24l Tahunl 2006l tentang Pedomanll Penyelenggaraan Pelayananl 

Terpadu Satul Pintu, ditegaskanl bahwa izinl adalah dokumenl yang dikeluarkanl 

oleh Pemerintahl Daerah berdasarkanl peraturanl daerahl ataul peraturanl lainnyal 

yangl merupakanl buktil llegalitas, menyatakanl sahl ataul diperbolehkannyal 

seseorangl ataul badanl untukl melakukanl usahal ataul kegiatanl ltertentu. 

Kemudian padal Pasal 1l angka (9l) menegaskan bahwal perizinan adalahl 

pemberian legalitasl kepada seseorangl atau pelakul usaha/kegiatanl tertentu, 

baikl dalam bentukl izin maupunl tanda daftarl usaha.  

Definisi izinl dan perizinanl juga didefinisikanl sama dalaml Pasal 1l 

angka (8l) dan angkal (9) Permendagril No. 20l Tahunl 2008l tentangl Pedomanl 

Organisasil danl Tatal Kerjal Unitl Pelayananl Perizinanl Terpadul dil lDaerah. 

Pemberian pengertianl izin tersebutl menunjukkan adanyal penekananl padal izinl 

yangl ltertulis, yaknil berbentukl ldokumen, sehingga yangl disebut sebagaill izin 

tidakll termasuk yangl diberikanl secaral llisan.45 Perizinanl merupakan salahl satu 

bentukl pelaksanaan fungsil pengaturan danl bersifat pengendalianl yang 

dimilikil Pemerintah terhadapl kegiatan-kegiatanl yang dilakukanl masyarakat. 

Denganl memberi lizin, penguasa memperkenankanl orang yangl memohonnyal 

untukl melakukanl tindakanl tertentul yangl sebenarnya dilarangl demi 

 
44  Spelt, NM, dan Berge, JBJM Ten, Ibid, hlm. 2. 
45  Pudyatmoko, Y. Sri, Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2009, hlm. 8. 
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memperhatikanl kepentingan umuml yangl mengharuskanl adanya 

lpengawasan.46 

2. Tujuan dan Fungsi Perizinan 

Izinl merupakan instrumenl yuridis yangl digunakan olehl pemerintah 

untukl mempengaruhi paral warga agarl mau mengikutil cara yangl dianjurkan 

olehl pemerintah gunal mencapai suatul tujuan lkonkret.47 Sebagai suatul 

instrumen, izinl berfungsi sebagail ujung tombakl instrumen hukuml yang 

berfungsil sebagai lpengarah, prekayasa, danl perancang masyarakatl adil danl 

makmur itul terwujud. Inil berarti persyaratanl-persyaratan yangl terkandung 

dalaml izin merupakanl pengendali yangl memfungsikan izinl itu lsendiri. 

Apabila dikatakanl bahwa izinl tersebut dapatl difungsikan sebagail instrumen 

pengendalil dan isntrumenl untuk mewujudkanl masyarakat yangl adil danl 

makmur, sebagaimanal yang diamanatkanl dalam alineal keempat Pembukaanl 

UUD l1945, penataan danl pengaturan izinl tersebut sudahl mestinya harusl 

dilakukan denganl sebaik-lbaiknya. 

Menurut Prajudil Atmosudirdjo, berkenaanl dengan fungsil-fungsi 

hukuml modern, izinl dapat diletakkanl dalam fungsil menerbitkan lmasyarakat. 

Adapun mengenail tujuan lperizinan, yakni: 

a. Keinginanl mengarahkan aktivitasl-aktivitas tertentul (izin bangunanl); 

b. Izinl mecegah bahayal bagi llingkungan; 

 
46  Sutedi, Adrian, Sanksi Perizinanl Dalam Sektorl Pelayanan lPublik, Jakarta: Sinarl 

Grafika, 2010, hlm. 168. 
47  Spelt, N.M., & Berge, JBJM. Ten, Op.Cit., hlm. 5. 
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c. Keinginanl melindungi objekl-objek tertentul (izin membongkarl pada 

monumenl-monumen danl izin terbangl);  

d. Izinl hendak membagil benda-bendal yang sedikitl (izin penghunil di daerahl 

padat pendudukl); 

e. Izinl memberikan lpengarahan, dengan menyeleksil orang-orangl dan 

aktifitasl-aktifitas, dimanal para pengurusnyal harus memenuhil syarat-

syaratl tertentu. 

Sebagail suatu linstrumen, izin lingkunganl berfungsi selakul ujung 

tombakl instrumen hukuml sebagai lpengarah, perekayasa, danl perancang 

pelakul usaha danl/atau kegiatanl untuk mencapail tujuan perlindunganl dan 

pengelolaanl lingkungan hidupl dan untukl menanggulangi masalahl lingkungan 

disebabkanl aktivitas manusial yang melekatl dengan dasarl izin danl juga 

berfungsil sebagai saranal yuridis untukl mencegah sertal menanggulangi 

pencemaranl dan kerusakanl lingkungan.  

Ketentuan lebihl lanjut mengenail izin lingkunganl yang berdasarkanl 

Pasal 41l Undang-Undangl No 32l Tahun 2009l tentang Perlindunganl dan 

Pengelolaanl Lingkungan Hidupl juga diaturl dalam Peraturanl Pemerintah 

Nomorl 27 Tahunl 2012 tentangl Izin lLingkungan, ditelaah lebihl mendalam 

maknal izin lingkunganl sebagaimana diaturl dalam lUUPPLH, berisikan suatul 

keputusan tentangl kelayakan lingkunganl atas suatul usaha danl/atau lkegiatan. 

Hal tersebutl juga sejalanl dengan ketentuanl Pasal 1l Peraturan Pemerintahl 

tersebut yang memberikan batasan izin lingkungan adalah izin yang diberikan 

kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib 
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Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 

D. Tinjauan tentang Pemidanaan  

Pemidanaanl dapat diartikan sebagai tahapl penetapanl sanksi danl jugal 

tahapl pemberian sanksil dalaml hukuml pidana. Katal “pidanal” padal umumnya 

diartikanl sebagail lhukum, sedangkan “pemidanaanl” diartikanl sebagail 

penghukuman. Pemidanaanl merupakan tindakanl yang diambill oleh hakiml 

untuk  memidanal  seorang  terdakwa,   sebagaimanal   menurut   Sudarto   

yang  

menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, 

sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan 

tentang hukumannya (berechten). Pemidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan 

pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi/realisasi dari ketentuan 

pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.48 

Sistem pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia, secara garis 

besar mencakup tiga permasalahan pokok, yaitu jenis pidana, lamanya pidana, 

dan pelaksanaan pidana. Terdapat tiga pokok tujuan pemidanaan, laitu: 

a. Untukl memperbaiki pribadil dari penjahatnyal itu lsendiri. 

b. Untukl membuat orangl menjadi jeral untuk melakukanl kejahatan-

lkejahatan. 

 
48 Priyatno, Dwidja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Refika 

Aditama, 2006, hlm. 6. 
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c. Untukl membuat penjahatl-penjahat tertentul menjadi tidakl mampu untukl 

melakukan kejahatanl-kejahatan yangl lain, yaknil penjahat-penjahatl yang 

denganl cara yangl lain sudahl tidak dapatl diperbaiki llagi. 

Pemidanaanl sebagail suatu tindakanl terhadap seorangl penjahat, dapatl 

dibenarkan secaral normal bukanl terutama karenal pemidanaan itul 

mengandung konsekuensil-konsekuensi positifl bagi sil terpidana, korbanl juga 

orangl lain dalaml masyarakat. Teoril ini disebutl juga teoril konsekuensialisme. 

Pidanal dijatuhkan bukanl karena telahl berbuat jahatl tetapi agarl pelaku 

kejahatanl tidak lagil berbuat jahatl dan orangl lain takutl melakukan kejahatanl 

serupa. 


